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BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR 

PROVINSI MALUKU 
 

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR 
NOMOR 4 TAHUN 2020 

 

T E N T A N G 
 

PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM PEMERINTAH  

DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR, 

 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 328 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat 
mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka 

pendek uang milik daerah yang sementara belum digunakan 
sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, 
tugas daerah dan kualitas pelayanan publik; 

  b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah 
Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi 
jangka pendek atas uang milik daerah yang sementara belum 

digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan 
daerah, tugas daerah dan kualitas pelayanan publik; 

  c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah 

Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang 
Negara/Daerah, dalam hal  terjadi kelebihan kas, Bendahara 

Umum Daerah dapat menempatkan Uang Daerah pada 
rekening di Bank Sentral/Bank Umum yang menghasilkan 
bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku, yang 

penempatannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala 
daerah; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada  huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menempatan 
Uang Daerah pada Bank Umum Pemerintah dalam Bentuk 

Deposito Berjangka yang diatur dalam Peraturan Bupati 
Seram Bagian Timur. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

  4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian 
Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4350); 
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Keuangan Negara/daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Mentari 
Dalam Negeri     Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
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  13. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 21 

Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur 

Tahun 2009 Nomor 53,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 
49); 

  14. Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 12 Tahun 2015 

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten 
Seram Bagian Timur (Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian 

Timur Tahun 2015 Nomor 12;) 
  15. Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 13 Tahun 2015 

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Seram Bagian Timur (Berita Daerah Kabupaten 
Seram Bagian Timur  Tahun 2015 Nomor 13). 

 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENTANG PENEMPATAN UANG 

DAERAH PADA BANK UMUM PEMERINTAH DALAM BENTUK 
DEPOSITO BERJANGKA. 

 
 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur. 
2. Pemerintah Kabupaten adalah Kabupaten Seram Bagian Timur. 
3. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya 

disebut BPPKAD adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur. 

4. Bank Umum Pemerintah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 
konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 
memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran, yang sebagian besar modalnya 

dimiliki oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah/Pihak Semesta. 
5. Uang Daerah adalah simpanan yang dikuasi oleh Bendahara Umum Daerah. 
6. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada 

waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan Bank. 
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat 

Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara 
Umum Daerah. 

8. Kasa adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat 

digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. 
9. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh 

Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan 

membayar seluruh pengeluaran daerah. 
10. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah 

yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan 
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang 
ditetapkan. 
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BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 
 

Pasal 2 
Maksud dan Tujuan Deposito adalah : 
(1) Untuk optimalisasi manfaat uang daerah yang belum digunakan dan masih 

tersimpan pada Rekening Giro Kas Daerah; 
(2) Untuk meningkatkan pendapatan daerah. 

 
BAB III 

BESARNYA SIMPANAN 

 
Pasal 3 

Besarnya uang daerah yang ditempatkan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian 

Timur dalam bentuk deposito disesuaikan dengan Cash Flow. 
 

BAB IV 
PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO 

 

Pasal 4 
(1) Dalam hal terjadi kelebihan kas yang belum digunakan (Idle cash), BUD dapat 

menginvestasikan Uang Daerah dalam bentuk deposito berjangka waktu 1 (satu) 
bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis pada rekening di Bank Umum 
Pemerintah, untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat 

lainnya sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah; 
(2) Pelaksanaan investasi uang daerah diatur dalam perjanjian Kerjasama; 
(3) Penunjukan bank untuk penempatan uang daerah dalam bentuk deposito 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati; 
(4) Penerimaan bunga atas investasi uang daerah dalam bentuk deposito sebagaimaa 

dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah yang langsung 
dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah. 

 

Pasal 5 
(1) Deposito yang dilakukan harus tetap menunjang kelancaran program Pemerintah 

Kabupaten pada tahun anggaran yang sedang berjalan; 
(2) Deposito disimpan pada Bank Umum Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah 

dengan memperhatikan tingkat suku bunga yang kompetitif. 

 
BAB V 

MEKANISME PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO 

 
Pasal 6 

(1) Investasi uang daerah dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
5 dilakukan oleh BUD dengan terlebih dahulu membuat perjanjian kerjasama 
antara BUD dengan Bank Umum Pemerintah dengan persetujuan dan ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati; 
(2) Jangka waktu dan besaran uang daerah yang akan diinvestasikan dalam bentuk 

deposito pada Bank Umum Pemerintah, disesuaikan dengan kemampuan dan 

likuiditas Keuangan Daerah; 
(3) BUD membuat usulan kepada Bupati mengenai besaran nominal deposito, jangka 

waktu deposito beserta bank yang ditunjuk; 
(4) Penerimaan bunga atas investasi uang daerah dalam bentuk deposito langsung 

dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah. 
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Pasal 7 

Seluruh uang kas daerah yang dalam bentuk deposito sudah harus disetor kembali 
ke Rekening Kas Umum Daerah sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir. 

 
 

BAB VI 

EVALUASI DAN PELAPORAN 
 

Pasal 8 
(1) Bendahara Umum Daerah dan/atau Kuasa Bendahara Umum Daerah 

melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penempatan uang daerah dalam 

bentuk deposito. 
(2) Kepala BPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah bertanggungjawab 

menyampaikan laporan atas pengelolaan deposito kepada Bupati setiap awal 

bulan. 
 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 9 
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian 
Timur. 

 

 

Ditetapkan  di  Bula  

pada tanggal 3 April 2020 

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR, 

 
 
 

 
 

     ABDUL MUKTI KELIOBAS 
Diundangkan di Bula 
pada tanggal 3 April 2020 

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR, 
 

 
 

 
  
          SYARIF MAKMUR 

 
 
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  

TAHUN 2020 NOMOR 406 


